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ABSTRAK 
Di dalam setiap aspek kehidupan sosial, masyarakat tidak akan terlepas dari 

kejahatan yang menjadi marak setiap waktu. Kejahatan sebagai tindak pidana tidak 

akan dilepaskan dari pelaku, korban, dan keterlibatan masyarakat. Berbagai 

tuntutan dan penghukuman diharapkan dijatuhkan seberat-beratnya kepada pelaku. 

Namun menjadi perhatian khusus, mengingat pelaku tindak pidana tidak hanya 

mereka yang sudah dewasa, melainkan anak juga dapat menjadi pelaku tindak 

pidana yang dikenal dengan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Orientasi negara sebagai Penegak Hukum, dan masyarakat 

sebagai kontrol sosial terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak 

pidana berat adalah penjatuhan vonis pidana penjara atau bahkan pidana mati. 

Ketentuan demikian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (“KUHP”) yang berlaku di Indonesia sebagai kaidah hukum materiil. 

Ketentuan serupa juga diberikan di dalam sistem peradilan anak di Indonesia, yakni 

bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 

7 (tujuh) tahun diklasifikasikan sebagai anak pelaku tindak pidana berat yang tidak 

mendapatkan pengupayaan penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam 

prosesnya, sedangkan anak memiliki hak-hak khusus dan oleh karenanya anak 

harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.  

Hal tersebut tentu menjadi persoalan, karena ketika menangani persoalan 

pidana anak perlu dilakukan pendekatan yang mendalam, tidak hanya secara yuridis 

namun diperlukan adanya pendekatan lain yang dapat mengungkap lebih lanjut 

alasan dan motivasi anak melakukan tindak pidana, sehingga faktor-faktor tersebut 

dapat menjadi dasar pembenaran bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun untuk memperoleh 

pengupayaan penerapan keadilan restoratif dan diversi, serta menghindarkan anak 

dari jalur penal dan ancaman pidana penjara. Tulisan ini akan menelaah 

permasalahan hukum tersebut dengan sistematis menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif guna mendapatkan justifikasi penerapan keadilan restoratif kepada 

anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 

(tujuh) tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan keadilan restoratif 
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bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 

7 (tujuh) tahun dapat dibenarkan. 

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Restorative Justice, Diversi, Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik 

dengan Hukum, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Anak yang Diancam dengan 

Pidana Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun, UU SPPA, Pidana Anak. 
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Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana 
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Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini, Penulis mendapatkan 
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Penulis dalam proses penyelesaiannya. Telah dengan sabar membimbing dan 
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terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pengupayaan 
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Penulis menyadari bahwa Penulis bukanlah seorang yang sempurna, oleh 
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sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendampingi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU SPPA”) adalah 

anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (vide Pasal 1 

angka 3 UU SPPA).1 Berbicara mengenai anak, tentu akan berbeda jika 

dibandingkan dengan persoalan dan hak-hak orang dewasa. Anak memiliki 

hak-hak tertentu yang tidak boleh dirampas sama sekali sekalipun oleh 

hukum, khususnya apabila anak sebagai pelaku tindak pidana. Article 40 

Convention on the Rights of the Child 1989 (selanjutnya disebut “UNCRC”) 

menyatakan mengenai hak anak ketika diduga melakukan tindak pidana 

atau didakwakan melakukan tindak pidana yakni sebagai berikut:2 

“States Parties recognize the right of every child alleged as, 

accused of, or recognized as having infringed the penal law 

to be treated in a manner consistent with the promotion of 

the child's sense of dignity and worth, which reinforces the 

child's respect for the human rights and fundamental 

freedoms of others and which takes into account the child's 

age and the desirability of promoting the child's 

reintegration and the child's assuming a constructive role in 

society.” 

Melalui Article 40 UNCRC maka senyatanya dapat diketahui 

dengan jelas bahwa anak yang dituduh atau sekalipun telah dinyatakan 

sebagai pelaku tindak pidana agar diperlakukan dengan cara yang sesuai 

dengan peningkatan martabat dan nilai anak yang memperkuat pengormatan 

 
1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
2 Article 40 Convention on the Rights of Child 1989. 
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terhadap hak asasi manusia dan wajib dilindungi. Terkait dengan hak-hak 

anak sebagai pelaku tindak pidana, maka sepatutnya dapat diterapkan 

konsep parents patriae dalam praktiknya. Negara dalam konsep parents 

patriae berperan sebagai orang tua yang memberikan perhatian dan 

perlindungan kepada anak-anaknya, tentu sebagai orang tua dalam 

menangani anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak 

(Rochaeti, 2008).3 Konsep mengenai anak nakal berdasarkan parents 

patriae didasarkan pada ungkapan latin in loco parentis. Konsep ini pada 

mulanya diartikan sebagai campur tangan kekuasaan negara mengawasi 

anak yang berada di dalam tahanan, bukan kepentingan negara melampaui 

dan mengungguli kepentingan orang tua.4 

Parents patriae dikenal lebih banyak di negara common law seperti 

Inggris, dimana raja memiliki hak prerogatif untuk bertindak melindungi 

rakyat yang membutuhkan bantuan, termasuk anak. Berdasarkan 

pemahaman konsep parents patriae di Inggris, anak yang melakukan 

kejahatan seharusnya tidak dipidana, tetapi harus dilindungi dan diberi 

bantuan. Perlindungan anak terwujud pertama kali dengan dibentuknya 

peradilan anak pada tahun 1889 di Minos Illonis, Amerika Serikat.5 

Article 11.1 United Nations Standard Minimum Rules for the 

Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) tentang Diversi menyatakan 

bahwasannya pertimbangan pemberian diversi wajib diupayakan guna 

menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tanpa 

melibatkan pengadilan formal oleh lembaga yang berwenang.6 Kemudian 

dilanjutkan pada Article 14.1 dan 14.2, apabila anak tidak menempuh 

diversi maka harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang sesuai 

 
3 Imam Subaweh Arifin, et.al., “Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum di Masa Depan”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021, 
hlm. 3. 
4 Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Lokakarya tentang Peradilan Anak”, (Bandung: Binacipta, 
1979), hlm. 81. 
5Ibid. 
6 Article 11.1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(Beijing Rules). 
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dengan prinsip-prinsip yang adil.7 Kendati demikian, prosesnya harus 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak termasuk membangun situasi 

mengerti anak sehingga anak dapat mengekspresikan dirinya secara bebas.8  

Berdasarkan uraian di atas termasuk dengan mempertimbangkan 

konvensi yang digunakan, anak sebagai pelaku tindak pidana bahkan di 

Indonesia sudah selayaknya untuk diperlakukan dengan baik. Terlepas dari 

vonis ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun karena anak tetaplah anak. Hal 

ini dapat terwujud dengan melalui restorative justice dalam sistem peradilan 

pidana anak. 

Keadilan restoratif atau yang juga dikenal sebagai restorative justice 

adalah istilah yang dikenal guna menangani permasalahan anak yang 

bermasalah dengan hukum (dibaca: Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana) 

dengan metode penyelesaian yang komprehensif dan efektif. Keadilan 

restoratif diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan 

untuk memberdayakan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sebagai 

penyelesaian perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan 

keinsyafan dan kesadaran sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan 

bermasyarakat.9 Keadilan restoratif dapat diterapkan selama tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tidak mengorbankan kepentingan 

umum dan bukan pelanggaran lalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis, tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak bukan tindakan mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain, luka berat, atau cacat seumur hidup, dan bukan 

merupakan kejahatan kesusilaan yang menyangkut kehormatan.10  

 
7 Article 14.1 dan 14.2 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (Beijing Rules). 
8 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing 
Rules”). 
9 Bambang Hartono, “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum 
Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, Jurnal Imu Hukum 
(PRANATA HUKUM) Volume 10 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 87. 
10 Andi Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum 
Volume IV No. 1, Januari-April 2017, hlm. 61. 
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Keadilan restoratif sendiri merupakan suatu metode pendekatan 

yang muncul pada era tahun 1960-an untuk menyelesaiakan suatu perkara 

pidana. Keadilan restoratif menitikberatkan partisipasi langsung dari 

pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesian perkara pidana. Albert 

Eglash berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah suatu alternatif 

pendekatan restitutif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan restoratif sebagai 

suatu konsep dalam proses penyelesaian perkara pidana terbagi atas 3 (tiga) 

konsep. Pertama, kejahatan dinlai sebagai konflik antar individu yang 

menyebabkan penderitaan pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri, dan 

hanya sebagai pelanggaran terhadap negara. Kedua, tujuan proses peradilan 

harus mengutamakan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan 

mendamaikan para pihak disertai dengan perbaikan penderitaan akibat 

dilakukannya perbuatan tersebut. Ketiga, proses peradilan pidana harus 

menjadi wadah partisipasi korban, pelaku, serta masyarakat untuk mencari 

solusi dari suatu sengketa. Bazemore and Collen menyatakan pendapatnya 

mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai berikut: 

1. Prinsip Kebaikan 

Keadilan mewajibkan kita bekerja bagi menyembuhkan korban, 

pelaku, dan masyarakat yang telah terluka oleh kejahatan. 

2. Prinsip Partisipasi 

Pemangku kepentingan adalah korban, pelaku, dan masyarakat yang 

turut terlibat aktif dalam proses peradilan dengan sedini dan 

semaksimal mungkin. 

3. Prinsip Transformasi 

Diwajibkannya untuk merefleksi kembali tanggung jawab 

pemerintah serta masyarakat dalam menyebarkan keadilan. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban 

masyarakat dan menciptakan kedamaian.11 

 

 
11 Zaki Priambudi, et.al., “Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan 
Pembangunan Hukum di Indonesia”, (Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 
2021), hlm. 18-19. 
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Keadilan restoratif pada umumnya dipandang sebagai suatu metode 

penyelesaian tindak pidana anak yang dilakukan dengan pendekatan secara 

damai kepada seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, keluarga, 

dan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentunya 

jika demikian, sistem peradilan pidana anak sangat berbeda penerapannya 

dengan sistem peradilan pidana biasa pada umumnya untuk pelaku tindak 

pidana yang sudah dianggap dewasa. 

Hal ini selaras jika dibandingkan dengan pengertian keadilan 

restoratif menurut UU SPPA, yakni keadilan restoratif suatu penyelesaian 

perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau 

keluarga korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari 

cara penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan kembali 

pada keadaan semula alih-alih pembalasan (vide Pasal 1 angka 6 UU 

SPPA).12 

Oleh karenanya, berdasarkan UU SPPA maka penyelesaian 

sengketa dalam peradilan pidana anak wajib dilakukan dengan menerapkan 

keadilan restoratif. Artinya, kendati anak dianggap sebagai “Pelaku” dari 

suatu tindak pidana, sistem perlakuan yang diberikan kepadanya harus 

berbeda, harus secara damai tanpa adanya penghukuman yang berat. Tidak 

hanya melalui keadilan restoratif, penyelesaian sengketa peradilan pidana 

anak ini wajib didahulukan dengan menerapkan diversi (vide Pasal 5 ayat 

(3) UU SPPA).13 Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian anak 

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (vide Pasal 1 

angka 7 UU SPPA).14 Diversi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai 

perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar 

proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa 

 
12 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
13 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
14 Pasal 1 angka 7  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
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tanggung jawab pada anak (vide Pasal 6 UU SPPA). Namun, kendati 

demikian dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dinyatakan secara tegas 

bahwasannya diversi hanya dapat berlaku dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 

tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau 

residivis.15 

(cetak tebal oleh Penulis). 

Ketentuan mengenai pembatasan keberlakuan diversi pada Pasal 7 

ayat (2) sangat membatasi hak-hak anak. Berpikir secara logis, anak yang 

dalam hal ini melakukan suatu “tindak pidana”, tidak selalu perbuatannya 

tersebut adalah kategori tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di 

bawah  7 (tujuh) tahun. Namun, mengingat pengertian anak pada Pasal 1 

angka 3 UU SPPA adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, 

akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dapat disimpulkan 

bahwasannya keadilan restoratif seyogyanya berlaku untuk setiap anak 

tanpa terkecuali. Sekalipun tindak pidana yang dilakukan si anak adalah 

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. 

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 4 Tahun 

2014”)16 mengatur bahwasannya Hakim Anak diwajibkan untuk 

mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan yang 

didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 

(tujuh) tahun atau lebih di dalam surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, 

kumulatif, maupun kombinasi.17  

 
15 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
16 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
17 Adrian Wahyu Eko Hastomo, “Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang 
Diancam Pidana Penjara 7 Tahun atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 ayat (2) Unang-Undang 
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Melalui uraian tersebut, artinya kendati tindak pidana yang 

didakwakan kepada anak yang bersangkutan adalah di atas 7 (tujuh) tahun 

ancaman pidana penjara, sebagai Hakim Anak, Hakim diharuskan untuk 

mengupayakan upaya diversi terlebih dahulu, apabila tidak berhasil baru 

dilakukan proses penuntutan. 

Kendati demikian, pada penerapannya tentu UU SPPA lebih 

dikedepankan dibandingkan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang 

saling kontradiktif satu sama lain. Bahkan tertera dengan jelas bahwasannya 

anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga 

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun 

atau lebih akan dilakukan penahanan (vide Pasal 32 ayat (2) UU SPPA).18 

Artinya dalam hal ini penyelesaian sengketa pidana terhadap anak yang 

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun hampir tidak ada 

bedanya dengan sistem peradilan pidana bukan Anak, karena sekali lagi 

anak tetap harus melewati proses persidangan, padahal tujuan diadakannya 

pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi adalah untuk memberikan 

keuntungan kepada anak, khususnya untuk menghindari stigma terhadap 

anak di masyarakat. Tindakan yang seyogyanya diambil oleh aparat 

penegak hukum adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best 

interest of the child principle). The best interest of the child principle diatur 

berdasarkan Article 3 (1) Convention on the Rights of the Child 1989, 

yakni:19 

“In all actions concerning children, whether undertaken by public 

or private social welfare institutions, courts of law, administrative 

authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall 

be a primary consideration.” 

 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Badamai Law Journal Vol. 3 Issues 
1, Maret 2018, hlm. 26. 
18 Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
19 Article 3 (1) Convention on the Rights of the Child 1989.  
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(cetak tebal oleh Penulis). 

Kendati tidak terdapat definisi secara khusus untuk mendefinisikan “the 

best interest of the child” namun pada umumnya istilah tersebut mengacu 

kepada pertimbangan yang akan dilakukan pengadilan terhadap anak, baik 

jenis layanan, tindakan, dan perintah seperti apa yang paling baik untuk 

melayani anak, serta siapa yang paling cocok untuk merawat si anak. 

Takaran untuk menentukan apa yang terbaik bagi anak umumnya dibentuk 

dengan mempertimbangkan sejumlah faktor terkait dengan keadaan anak 

dan orang tua, atau keadaan dan kapasitas pengasuh kepada orang tua, 

dengan keselamatan dan kesejahteraan utama anak menjadi perhatian 

utama.20 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

110/PUU-X/2012 menyatakan bahwa UU SPPA telah melanggar hak 

konstitusional anak. UU SPPA telah bersikap diskriminatif karena tidak 

memberikan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga dapat dikatakan 

bahwa UU SPPA telah memberikan perlakuan yang berbeda dalam 

menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentuk UU 

SPPA yang demikian dapat dikatakan tidak menjiwai bunyi “Konsiderans 

Menimbang” huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dari UU SPPA, dan tidak 

pula mencerminkan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta 

asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (vide Pasal 6 huruf g, huruf 

i dan huruf j UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan) serta tidak berlandaskan pada asas pelindungan, 

keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, 

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta 

penghindaran pembalasan (vide Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, 

 
20 Child Welfare Information Gateaway, “Determining the Best Interest of the Child”, 
<https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/best_interest.pdf>, (diakses pada 13 Juni 2022 pukul 12.13 
WIB). 
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huruf  i, huruf  j UU SPPA), yang pada akhirnya terdapat stigma adanya 

kriminalisasi terhadap hakim.21 

Dengan demikian, sejatinya walaupun terdapat ketentuan dalam 

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang diancam 

dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak diperkenankan 

memperoleh diversi, bukanlah tidak mungkin untuk memberikannya.  Dapat 

terlihat secara terang dan jelas, anak yang melakukan tindak pidana 

diperlakukan berbeda tidak selayaknya orang dewasa yang melakukan 

tindak pidana. Baik adanya keadilan restoratif maupun pengurangan masa 

penjatuhan hukuman, keduanya memberikan batas keberlakuan dari 

penerapan “keadilan” atau “keringanan penjatuhan hukuman” kepada anak, 

yakni anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 

di atas 7 (tujuh) tahun. Keduanya memberikan pengertian anak yang 

sejatinya adalah subjek hukum (dibaca: Pelaku) dalam sengketa tindak 

pidana anak, akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak memperoleh diversi, yang 

dalam hal ini akan sulit menerapkan keadilan restoratif kendati anak yang 

dimaksud disini sudah sesuai dengan pengertian dalam undang-undang 

yang dimaksud, berapa lama pun ancaman pidana nya, selama memenuhi 

kriteria sebagai anak (sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 

tahun), anak tetaplah seorang anak. Lalu bagaimana seharusnya keadilan 

restoratif ini diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun? 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Kajian dan Advokasi 

Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (selanjutnya disebut “PUSKAPA”) 

di bawahi oleh Departemen Kesejahteraan Universitas Indonesia yang 

diperoleh melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah 

berlakunya UU SPPA terdapat penurunan angka anak sebagai pelaku tindak 

pidana yang berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, tidak dapat 

 
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 110/PUU-X/2012, 
<https://www.bphn.go.id/data/documents/110_puu_2012_-_telah_ucap_28_maret_2013.pdf>, 
(diakses pada 11 April 2022 pukul 23.46 WIB).  
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dipungkiri bahwa untuk skala tindak pidana anak angka ini masih terbilang 

cukup tinggi. Pada tahun 2014 menunjukkan jumlah anak yang berada di 

Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 3.606, yang kemudian menurun pada 

tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 2.612 dan 2.901. PUSKAPA 

sendiri menyatakan bahwa diperlukan analisis lebih lanjut guna 

menyimpulkan apakah turunnya angka pemidanaan anak merupakan 

dampak positif dari berlakunya UU SPPA. Data Analisis Putusan Pidana 

menyatakan 70% anak dalam proses peradilan berusia 16 hingga 17 tahun. 

Selaras dengan itu, data Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wilayah 

Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari, menyatakan sebagian besar 

anak yang dipenjara adalah berusia 17 tahun. Akan tetapi, penelitian 

PUSKAPA menemukan bahwa terdapat anak dengan usia termuda yang 

dipenjara yakni 13 tahun. Berdasarkan data Analisis Putusan Pidana juga 

ditemukan anak berusia 12 dan 13 tahun sebanyak 12 anak telah menjalani 

proses peradilan.22 Terlihat bahwa pemenjaraan dan penahanan masih 

umum terjadi. Sebanyak 90% anak yang diproses di pengadilan diputus 

dengan hukuman penjara, sekitar 40% anak ditahan di fasilitas dewasa dan 

hanya sebagian kecil saja dari kasus yakni 2% yang penyelesaiannya 

dilakukan melalui alternatif penahanan seperti tahanan kota dan tahanan 

rumah. Penahanan dan pemenjaraan juga dilakukan terhadap anak yang 

masih berusia di bawah 14 tahun.23 

Penerapannya tentu akan sangat dilematis, mengingat keistimewaan 

yang seyogyanya diberikan kepada anak. Penjatuhan pidana terhadap anak 

pada dasarnya haruslah diterapkan secara ultimum remedium. Artinya, 

penjatuhan pidana terhadap anak harus menjadi upaya hukum terakhir 

apabila tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat menguntungkan si anak. 

Hal ini ditujukan untuk menghindari stigmatisasi buruk terhadap anak24, 

 
22 Pusat Kajian Penelitian Kesejahteraan Anak Universitas Indonesia, “Kesempatan Kedua dalam 
Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, 
hlm. 22-23. <https://puskapa.org/assets/uploads/2020/11/Laporan-SPPA_final.pdf>, (diakses pada 
7 Juni pukul 14.33 WIB). 
23 Ibid., hlm. xvi. 
24 Beby Suryani Fitri, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
dalam Rangka Perlindungan Anak”, Mercatoria Vol. 10 No. 1, Juni 2017, hlm. 83 dan 84. 
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misalnya dengan kriteria seperti pada topik pembahasan tulisan ini. 

Keadaan inilah yang ingin Penulis kaji, mengenai penerapan restorative 

justice kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. 

Selain karena minat Penulis yang mendalam mengenai tindak pidana 

anak, tulisan ini Penulis dedikasikan untuk melengkapi segala penulisan lain 

terkait dengan keadilan restoratif atau restorative justice secara lebih 

mendalam sebagai suatu kebaruan tanpa dibatasi dengan jenis tindak pidana 

tertentu saja. Melainkan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di 

atas 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh anak dikarenakan pada umumnya 

jenis penulisan yang Penulis temukan terbatas pada keadilan restoratif 

secara umum atau pemberian keadilan restoratif mengacu kepada satu 

tindak pidana tertentu. Dilatarbelakangi dengan alasan tersebut, Penulis 

ingin mengkaji lebih jauh terkait dengan problematika yang telah diuraikan 

pada bagian latar belakang ini dengan judul: 

“Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang 
Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun Berdasarkan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis 

akan menjabarkan lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang 

diimplementasikan ke dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

(the best interest of the child principle) dalam ketentuan Pasal 7 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak? 

2. Bagaimana rasionalisasi penerapan keadilan restoratif terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara di atas 7 (tujuh) tahun? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan “Keadilan Restoratif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak 

Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara di Atas Tujuh Tahun 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” dilakukan 

oleh Penulis dengan tujuan: 

1. Memberikan penilaian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum  dalam 

menanggapi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dikaitkan dengan 

penerapan the best interest of the child principle; 

2. Menganalisis dasar pembenaran dari adanya penerapan keadilan 

restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah guna 

mengetahui apakah UU SPPA sebagai payung hukum bagi sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia dapat mengakomodasi dan melindungi anak 

sebagai pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) 

tahun berdasarkan hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

(the best interest of the child principle) mengingat keberlakuan Pasal 7 ayat 

(2) UU SPPA. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian atau yang disebut juga sebagai metode ilmiah 

adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan 

pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan dengan penerapannya yang 

sistematis yang terdiri atas berbagai macam metode yang berbeda dengan 

melalui proses-proses yang diawali dengan mengidentifikasi, memilih dan 

merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, menyusun kerangka 

hipotesis, menguji hipotesis secara empirik atau deskriptif, melakukan 



23 
 

pembahasan, dan menarik kesimpulan. Penulis akan menggunakan metode 

penelitian normatif.25 Kemudian, Penulis juga akan menggunakan metode 

penelitian perbandingan hukum mikro, yakni sebuah metode perbandingan 

tradisional yang meneliti mengenai isu sosial yang sangat spesifik/khusus. 

Perbandingan hukum mikro akan menganalisis persamaan dan perbedaan 

untuk menarik kesimpulan sesudahnya. Kesimpulan tersebut berisi 

mengenai persoalan permasalahan yang sedang dikaji di negara yang 

berbeda, baik pendekatan sistem hukumnya yang serupa maupun 

kedudukan hukum dalam masyarakat yang berbeda. 26 Perbandingan hukum 

mikro ini akan digunakan untuk membandingkan sistem peradilan anak 

Indonesia dengan negara lain. 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Membahas mengenai jenis penelitian, maka akan terdapat banyak 

jenis yang dapat digunakan, tergantung daripada topik yang dibahas dalam 

penulisan. Jenis penilitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian 

hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sejatinya 

merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau bahan sekunder (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni 1994; 

Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009).27 Bahan pustaka atau bahan 

sekunder yang dimaksud adalah jurnal, buku, artikel, atau kepustakaan 

lainnya. Akan tetapi mengingat jenis penelitian ini berkaitan dengan 

“yuridis”, tentu tidak akan lepas dari Peraturan Perundang-undangan 

sebagai bahan penelitian primer. Oleh karenanya, penelitian yuridis 

normatif ini pasalnya adalah jenis penelitian yang menurut Penulis paling 

cocok apabila digunakan di dalam Penulisan ini, karena Penulis akan 

mengkaji suatu permasalahan hukum ditinjau melalui Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut (in casu UU 

 
25 Suryana, “Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, 
<https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.p
df>, (diakses pada 8 Februari 2022 pukul 19.32 WIB). 
26 H. Patrick Glenn, “A Cosmopolitan Jurisprudence (Edited by Helge Dedek)”, (New York: 
Cambridge University Press, 2022), hlm. 64. 
27 Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi 
Manusia”, Humanus Vol. XIV No. 1 Tahun 2015, hlm. 84. 
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SPPA) dikaitkan dengan keadilan restoratif bagi anak yang diancam dengan 

pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, yang tentunya Penulis akan 

membutuhkan bahan-bahan penelitian lainnya terlepas dari bahan penelitian 

primer, yakni buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. 

1.5.2 Metode Pendekatan 

Ketika melakukan penelitian hukum, maka diperlukan adanya 

metode pendekatan guna mendapatkan hasil kajian penelitian dari objek 

yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).28 Dari kelima metode 

pendekatan tersebut, yang Penulis akan gunakan dalam Penulisan ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Penulis memilih ketiga metode pendekatan terkait dikarenakan yang 

akan Penulis tulis dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu UU 

SPPA), lain daripada itu untuk mengkaji suatu permasalahan hukum 

diperlukan adanya pendekatan melalui kasus konkret yang tejadi. 

Tujuannya adalah untuk menghasilkan cara berpikir yang lebih luas selain 

berpedoman pada teori, dan bagaimana implikasinya terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian, untuk memberikan sudut 

pandang penyelesaian permasalahan yang menjadi objek penelitian hukum 

ini diperlukan agar Penulis mengetahui dengan baik konsep-konsep hukum 

yang melatarbelakangi. Artinya, tidak hanya mengkaji berdasarkan satu 

sudut pandang tertentu saja, melainkan melihat melalui berbagai arah 

hingga faktor yang melatarbelakanginya. 

 
28 Fariz Cahyana, “Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di 
Indonesia”, Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020, hlm. 62. 
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1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat Penulis telah memilih jenis penelitian yuridis normatif, 

yang mana terdapat bahan-bahan utama yang wajib dikumpulkan baik 

primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat 

untuk Penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen tertulis. 

Studi kepustaakaan dan dokumen tertulis akan sangat cocok digunakan 

karena data yang Penulis dapatkan dan gunakan adalah data-data yang 

berasal dari bahan-bahan kajian sekunder seperti buku, jurnal, atau artikel, 

bukan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.29 

1.5.4 Sumber Data 

Sumber data Penulis terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan 

bahan tersier. Bahan primer Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak.  

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 

tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif; 

6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 

7. Peraturan Polisi Republik Indonesia (“POLRI”) Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; 

8. Childern and Young Person Act 1933 (Inggris dan Wales); 

 
29 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University 
Press, 2020), hlm. 125 dan 133. 
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9. United Nations Declaration of the Rights of the Child 1959; 

10. Convention on the Rights of the Child 1989; 

11. General Comments No. 10 (2007) of the Committee on the Rights of the 

Child, Childern’s Rights in Juvenile Justice; 

12. Crime and Disorder Act 1998 (Inggris dan Wales); 

13. Powers of Criminal Courts Act 2000 (Inggris dan Wales); 

14. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) 

Filiphina; 

15. Childern, Youth and Families Act 2005 (Vic). 

16. Childern and Justice Legislation (Youth Justice Reform) Act 2017 (Vic). 

Disebut sebagai bahan primer karena Peraturan Perundang-undangan ini 

menjadi dasar dari ditulisnya tulisan ini, khususnya akar dari permasalahan 

terjadi yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) perihal keadilan restoratif. 

(cetak tebal oleh Penulis). 

Kemudian, bahan sekunder Penulis adalah berasal dari buku, jurnal, 

artikel, dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu selama memiliki 

relevansi dengan tulisan myang Penulis tulis. Sedangkan Penulis tidak 

menggunakan bahan tersier seperti kamus dan ensiklopedia (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Black Law’s Dictionary, dan Britannica). 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah teknik 

analisis data kualitatif, mengingat jenis penelitian yang digunakan oleh 

Penulis adalah yuridis normatif. Oleh karenanya, akan kurang cocok apabila 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif karena implikasi kajiannya 

akan berbentuk deskriptif. Menurut Starauss dan Corbin (2007:1), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk melakukan 

penelitian terhadap kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi, organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. 

Disamping itu, Bogdan dan Taylor (1992:21) menyatakan bahwasannya 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data 
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deskriptif berupa ucapan (lisan), tulisan, dan perilaku dari orang-orang 

yang diamati.30  

 

1.6 Rencana Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bagian Pendahuluan akan berisikan mengenai alasan yang 

melatarbelakangi dibuatnya tulisan ini oleh Penulis, rumusan masalah dari 

objek penelitian, dan tujuan dari dibuatnya tulisan ini.  

BAB II: Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prinsip Kepentingan 

Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child Principle) 

Pada bagian BAB II ini akan menjabarkan mengenai uraian sistem 

peradilan pidana di Indonesia dan di 4 (empat) negara lain sebagai 

perbandingannya, yakni Amerika Serikat, Filipina, Inggris dan Wales, dan 

Australia (Victoria). Kemudian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

UU SPPA dalam menanggapi atau menyikapi anak sebagai pelaku tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dikaitkan 

dengan prisip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the 

child principle guna memberikan jawaban apakah UU SPPA telah menjadi 

payung hukum atas hak dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. 

BAB III: Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Pada bagian BAB III ini akan berisikan mengenai pemberian 

keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang ancam 

pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan teori-teori dan hukum 

pidana positif yang berlaku. 

 
30 Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”, 
(Surakarta: 2014), hlm. 4. 
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BAB IV: Rasionalisasi  Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Penjara 

di Atas 7 (Tujuh) Tahun 

Pada bagian BAB IV ini akan berisikan mengenai uraian apa yang 

menjadi dasar pembenaran terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana dikaitkan dengan ketentuan di dalam 

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA di mana anak dengan kriteria ini tidak dapat 

memperoleh upaya penerapan keadilan restoratif dan diversi. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bagian BAB V ini akan berisikan kesimpulan dari seluruh 

uraian pembahasan yang ada dan sekaligus menjadi wadah pemberian saran 

terhadap kekurangan dalam penelitian maupun saran terkait dengan 

perbaikan sistem peradilan pidana anak, utamanya sehubungan dengan anak 

sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 

(tujuh) tahun. 
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